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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah surplus JTB yang

dimiliki oleh Indonesia menuntut Indonesia untuk dapat memanfaatkan secara

optimal sumber daya perikanan yang dimiliki. Sebagaimana yang diamanatkan

dalam Article 62 UNCLOS 1982 bahwa dalam hal terdapat surplus atas JTB maka

terdapat kewajiban bagi negara pantai untuk dapat memberikan akses kepada negara

lain untuk mengoptimalkan proses pemanfaatan sumber daya hayati yang terdapat di

ZEE-nya. Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan penentuan JTB

ini adalah tidak tersedianya informasi mengenai KTN yang secara eksplisit

menjelaskan mengenai kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya

hayati di wilayah ZEE-nya. Hal ini kemudian berimbas pada surplus JTB yang tidak

jelas, apakah disebabkan oleh ketidakmampuan Indonesia dalam memanfaatkan

surplus tersebut atau hanya karena masalah waktu dalam melakukan pemanfaatan

sumber daya hayati tersebut.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia merupakan kurangnya

pemanfaatan sumber daya hayati terlebih perikanan di ZEE Indonesia, meskipun

terdapat peningkatan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia. Hal ini disebabkan

karena kegiatan penangkapan ikan hanya terpusat pada perairan kepulauan dan laut
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teritorial saja. Maka dari itu, perlu peningkatan peran dan daya dari nelayan domestik

sebagai pemegang peran dalam kegiatan penangkapan ikan untuk dapat mengakses

secara optimal sumber daya perikanan di ZEE Indonesia.

Cara-cara pengoptimalan yang dapat dilakukan seperti misalnya pembukaan

akses permodalan bagi nelayan domestik dari pemerintah melalui BLU LPMUKP,

pembentukan sebuah kerja sama dengan model capital sharing di antara para nelayan,

dan juga pengoptimalan sistem ketahanan maritim yang tela dimiliki oleh Indonesia

dalam usaha untuk mencegah dan memberantas IUU fishing yang marak terjadi di

wilayah ZEE Indonesia.

B. Saran

Masih banyak aspek-aspek yang dapat dikembangkan dari penelitian ini.

Berkaitan dengan pembukaan akses permodalan oleh BLU LPMUKP harapannya

dengan pemberian modal dari pemerintah dapat memberikan kepercayaan bagi pihak

swasta juga untuk ikut dalam kegiatan penanaman modal bagi nelayan domestik.

Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut aspek-aspek apa saja yang dapat dikembangkan

untuk meyakinkan pihak swasta dalam kegiatan penanaman modal terhadap

nelayan-nelayan domestik sebagai tindak lanjut dari pemberian modal oleh

pemerintah kepada nelayan domestik melalui BLU LPMUKP dengan berbagai resiko

yang dimiliki oleh nelayan. Saran selanjutnya adalah berkaitan dengan penentuan

JTB sebagai prasyarat pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya

perikanan, perlu ditetapkan juga mengenai KTN dengan memperhatikan aspek-aspek

yang telah diamanatkan dalam Article 62 paragraph 3 UNCLOS 1982 dalam

pemberian akses terhadap negara lain, agar kemudian sumber daya perikanan yang
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terdapat di ZEE Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal. Penentuan KTN bisa

dilakukan bersamaan dengan JTB dalam bentuk Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan.
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